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ABSTRAK 

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN 

INVESTASI ILEGAL (STUDI PADA KANTOR OTORITAS JASA 

KEUANGAN PROVINSI LAMPUNG) 

 

 

Oleh: 

Andre Luis Hadi 

Kurangnya pemahaman mengenai investasi ilegal masih jelas terlihat pada 

masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan karena maraknya industri investasi 

ilegal di Indonesia yang merugikan banyak pihak terkhusus provinsi Lampung. 

Otoritas Jasa Keuangan bertindak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011, 

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, menyediakan saluran pengaduan 

nasabah, dan melakukan kampanye edukasi publik untuk melindungi hak-hak 

hukum publik, dengan membekukan izin usaha, memberi kompensasi kepada 

korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap penjahat atau orang yang 

terlibat dalam investasi ilegal. 

 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam penanggulangan investasi ilegal? (2) Faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dalam penanggulangan investasi illegal?. Penelitian iini 

menggunakan ipendekatan iyuridis inormatif idan iyuridisempiris idengan data 

primer idan idata isekunder, dimana imasing-masing idata idiperoleh dari 

penelitian ikepustakaan idan ilapangan. Analisis idata idilakukan isecara deskriptif 

kualitatif. 

 

Hasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa i(1) iOtoritas iJasa iKeuangan 

berperan melakukan iedukasi ikepada imasyarakat, imemberikan fasilitas 

pengaduan inasabah, iserta menangani iinvestasi iillegal idengan imencabut izin 

usaha, iatau iganti irugi idan iatau mengajukan igugatan ike pengadilan. 

OtoritasiJasa iKeuangan ijuga imembuat isatgas iwaspada iinvestasi yang bertugas 

untuk mengawasi iinvestasi, ikhususnya iinvestasi iyang itidak jelas seperti 

investasi iilegal. (2) Faktor-faktor ipenghambat iOJK dalam penanggulangan 

investasi iilegal iadalah imasalah ikelembagaan, ikorban tidak melapor, kurangnya 

pemahaman imasyarakat iterkait iproduk keuangan, ketidakpastian istatus 

perusahaan iyang idiketahui imasyarakat (Legal/Ilegal), dan kurangnya isosialisasi 

ke masyarakat. 

Kata kunci: Peran, OJK, Penanggulangan, Investasi Ilegal. 



 

 

 

ABSTRACT 

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN 

OVERCOMING ILLEGAL INVESTMENTS (STUDY AT THE LAMPUNG 

PROVINCE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OFFICE) 

 

By: 

Andre Luis Hadi 

The lack of understanding regarding illegal investment is still clearly visible 

among the people of Lampung. This is due to the rise of the illegal investment 

industry in Indonesia which is detrimental to many parties, especially Lampung 

province. The Financial Services Authority acts in accordance with Law no. 21 of 

2011, has the authority to impose sanctions, provide customer complaint 

channels, and carry out public education campaigns to protect public legal rights, 

by freezing business licenses, compensating victims, and taking legal action 

against criminals or people involved in investment illegal. 

 

The iproblems iin ithis ithesis iare i(1) iWhat iis ithe irole iof ithe iFinancial 

Services iAuthority iin itackling iillegal iinvestment? i(2) iWhat ifactors ibecome 

obstacles iin iovercoming iillegal iinvestment? iThis iresearch iuses ia 

normativeijuridical iand iempirical ijuridical iapproach iwith iprimary idata iand 

secondary idata, iwhere ieach idata iis iobtained ifrom iliterature iand ifield 

research. iData ianalysis iwas icarried iout idescriptively iqualitatively. 

 

The iresults iof ithis iresearch ishow ithat i(1) ithe iFinancial iServices Authority's 

role iis ito ieducate ithe ipublic, iprovide ifacilities ifor icustomer icomplaints, 

and ihandle iillegal iinvestments iby irevoking ibusiness ipermits, ior iproviding 

compensation iand/or ifiling ilawsuits iin icourt. iThe iFinancial iServices 

Authority ihas ialso icreated ian iinvestment ialert itask iforce iwhose itask iis ito 

monitor iinvestments, iespecially iunclear iinvestments isuch ias iillegal 

investments. i(2) iFactors iinhibiting ithe iOJK iin itackling iillegal iinvestment 

are iinstitutional iproblems, ivictims inot ireporting, ilack iof ipublic 

understanding iregarding ifinancial iproducts, iuncertainty iabout ithe istatus iof 

companies iknown ito ithe ipublic i(Legal/Illegal), iand ilack iof isocialization ito 

the ipublic. 

 

Keywords: Role, OJK, Prevention, Illegal Investment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Investasi iberasal idari ikata iinvest iyang iberarti imenanam iatau 

menginvestasikan iuang iatau imodal.1 iSecara iumum, iinvestasi idapat 

diartikan isebagai isuatu ikegiatan iyang idilakukan ibaik ioleh iorang ipribadi 

(natural iperson) imaupun ibadan ihukum i(juridical iperson), idalam iupaya 

meningkatkan idan/atau imempertahankan inilai imodalnya, ibaik iyang 

berbentuk iuang itunai i(cash imoney), iperalatan i(equipment), iaset itak 

bergerak, ihak iatas ikekayaan iintelektual, imaupun ikeahlian.2 

 

Dari isegi iyuridis ikejahatan ibisnis ipada iinvestasi iilegal iterdapat idua isisi 

yaitu idisatu isisi iterdapat iaspek iperdata idan isisi ilain iaspek hukum 

ipidana, ikedua iaspek ihukum imemiliki idua itujuan, isifat idan karakteristik 

iyang ibertentangan. iAspek ihukum iperdata ilebih mementingkan 

iperdamaian iantara ikedua ibelah ipihak isehingga ihanya terkait ihubungan 

ihukum iantar iperseorangan isedangankan iaspek ihukum pidana ilebih 

imementingkan ikepentingan iumum iatau imasyarakat iluas sehingga ilebih 

ibersifat imemaksa, iuntuk ipenjeraan ipihak iyang itelah menimbulkan 

ikerugian. iSehingga idalam iperaturan iyang imengatur aspekihukum iperdata 

idiatur ipula imengenai iaspek ihukum ipidana idengan proporsi ipengakuan 

itanpa isyarat idan ipengakuan itidak imutlak idan dengan syarat. iModus 

ioperandi iinvestasi iilegal imerupakan isuatu ihal ibaru dalamikejahatan 

ibisnis, imodusitidak idapat idimasukan ike idalam kejahatan korporasi itetapi 

ikorporasi idijadikan itempat iuntuk imenampung ihasil ikejahatan. 
 

1Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta. 2016. Hlm. 330. 
2Abdul Aziz. Manajemen Investasi Syariah. Alfabeta: Bandung. 2013. Hlm. 29.  
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Praktek iinvestasi iilegal iyang isering idisebut isebagai iinvestasi bodong,  

masyarakat idijanjikan imendapat ikeuntungan/bunga itetap ipada isetiap 

bulannya meskipun iperusahaan iitu imerugi. iHal iini iterlihat, ibentuk 

investasi iini ijelas itidakwajar, idana isangat ibersifat ispekulatif, 

daniberupaya iuntuk imenghindari iaturanperbankan idalam imenghimpun 

dana idari imasyarakat idalam ibentuk isimpanan. Negara imerupakan isebuah 

organisasi iatau ibadan itertinggi iyang imemiliki ikewenangan 

untukimengatur iperihal iyang iberhubungan idengan ikepentingan 

masyarakat iluas iserta imemiliki ikewajiban iuntuk imensejahterakan, 

melindungi idan imencerdaskan ikehidupan ibangsa. iKewenangan idalam 

Hukum iAdministrasi iNegara iadalah iKekuasaan imenggunakan 

sumberdaya iuntuk imencapai itujuan iorganisasi idan isecara iumum itugas 

di idefinisikan isebagai ikewajiban iatau isuatu ipekerjaan iyg iharus 

dikerjakan iseseorang idalam ipekerjaannya. iPenggerak iorganisasi inegara 

iitu isendiri iadalah ipejabat ipemerintahan.3 

 

Otoritas iJasa iKeuangan iadalah ilembaga iyang iindependen idan ibebas dari 

campur itangan ipihak ilain iyang imempunyai ifungsi imenyelenggarakan 

sistem ipengaturan idan ipengawasan iyang iterintegrasi iterhadap 

keseluruhan ikegiatan idi idalam isektor ijasa ikeuangan idi iIndonesia, 

mempunyai iperanan iyang ipenting idalam ipenanganan ikasus idugaan 

investasi iilegal iyang isedang iberkembang isaat iini idi iIndonesia.Contoh 

contoh ikasus iinvestasi iillegal iyang ipernah iterjadi idi iIndonesia iyaitu 

DNA iPro, iOxtrade, iQuotex, iBinomo, iFahrenheit, idan iEvotrade. 

 

Otoritas iJasa iKeuangan imemiliki iwewenangdiantaranya imengawasi idan 

mengatur ikegiatan iusaha ibank, imengatur ilembaga ijasa ikeuangan ibaik 

bank imaupun inon ibank, imengawasi ilembaga ijasa ikeuangan ibaik ibank 

maupun inon ibank, idan ilain isebagainya.4 Otoritas iJasa iKeuangan iberada 

dibawah ikendali iKementrian iKeuangan i(Kemenkeu). iOtoritas iJasa 

 
3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, 

Hlm. 90. 
4Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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Keuangan ibertanggung ijawab iatas ibiaya iyang itimbul iuntuk imemenuhi 

kesetaraan ihak ipejabat idan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan 

Kementerian Keuangan, dalam rangka mengikuti standardisasi hak pejabat 

dan pegawai di OJK.Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa 

Keuangan sebagailembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor 

jasa keuangan kegiatan investasi ilegal dilakukan dengan cara melakukan 

penghimpunan danamasyarakat luas dengan menyimpang bahkan 

menghindari dari aturanperbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan 

fasilitas publik untukmenjalankan kegiatan usahanya.  

 

Dengan demikian perlu dilihat kewenanganyang dimiliki Otoritas Jasa 

Keuangan dalam memberikan perlindungan bagimasyarakat terhadap 

kegiatan investasi ilegal, praktik moral hazardseperti halnya dalam ekonomi 

menggambarkan bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kontrak pada 

kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan 

lembagakeuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya 

sistemarsitektur pengawasan keuangan di Indonesia, (b) tidak adanya 

pertukaraninformasi antar lembaga pengawasan keuangan, (c) masih 

tingginya egosentrisantar lembaga pengawas lembaga keuangan.Berdasarkan 

uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

:“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi 

Ilegal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan investasi 

 ilegal? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat OJK dalam 

penanggulangan investasi ilegal? 

 

 



4 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi 

investasi ilegal. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat OJK dalam penanggulangan 

investasi illegal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Keuangan Negara. 

 

2. Secarapraktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam 

melaksanakan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian mengenai pelaksanaan peran oleh organisasi perangkat 

daerah sesuai dengan bidang kerjanya di masa-masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan 

2.1.1 Teori Kewenangan 

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang 

dideskripsikan sebagai “rechtsmacht” (kekuasaan hukum). Dalam hukum 

publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara 

kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang 

atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya 

mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. 

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili 

lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.5 

 

Pada aspekHukum Administrasi Negara, secara umum wewenang dalam 

adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan 

organisasi dan secaraumum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau 

suatu pekerjaan yg harus dikerjakanseseorang dalam pekerjaannya.menurut 

G.R.Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalahkekuasaan 

resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak 

dantaat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. wewenang adalah dasar 

untuk bertindak, berbuat danmelakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. 

Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuatapa-apa.6 

 
5Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6 (2012), Hlm.1. 
6Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, Wewenang Dalam Hukum Administrasi 

Negara,Airlangga: Jakarta, 2009,Hlm 75. 
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Kewenangan idalam ibahasa ihukum itidaklah isama idengan ikekuasaan hal 

tersebut dikarenakan ibahwa ikekuasaan ihanya imenggambarkan isuatu hak 

untuk iberbuat iataupun itidakberbuat, idan ikalau iwewenang idalam 

hukum isekaligus iberarti ihak idan ikewajiban i(rechten ienplichten). iDan 

dalam iotonomi idaerah ihak imengandung iarti ikekuasaan iuntuk 

mengatursendiri idan imengelola isendiri. 

 

Dalam ihukum iAdministrasi iNegara, idikenal ibahwa iterdapat itiga 

sumber ikewenangan, iyaitu iatribusi, idelegasi, idan imandat. Atribusi 

adalah ipemberian iwewenang ipemerintahan ioleh ipembuat iundang-

undang ikepada iorgan ipemerintahan. iBerdasarkan iUndang-Undang iNo. 

30 iTahun i2014 itentangAdministrasi iPemerintahan i(UU iAdministrasi 

Pemerintahan), iAtribusi iadalah ipemberianKewenangan ikepada iBadan 

dan/atau iPejabat iPemerintahan ioleh iUndang-Undang iDasarNegara 

Republik iIndonesia iTahun i1945 iatau iUndang-Undang.Berbeda idengan 

definisi idelegasi iadalah ipelimpahan iwewenang ipemerintahan idari isatu 

organ ipemerintahan ikepada iorgan ipemerintahan ilainnya.Berdasarkan 

UU iAdministrasi iPemerintahan, idelegasiadalah ipelimpahan Kewenangan 

dari iBadan idan/atau iPejabat iPemerintahan iyang ilebih itinggikepada 

Badan idan/atau iPejabat iPemerintahan iyang ilebih irendah idengan 

tanggung ijawab idantanggung igugat iberalih isepenuhnya ikepada 

penerima idelegasi.Sementara iMandat iterjadi ijika iorgan ipemerintahan 

mengizinkan ikewenangannya idijalankan ioleh iorgan ilain iatas inamanya. 

Berdasarkan iUU iAdministrasi iPemerintahan, imandat iadalahpelimpahan 

kewenangan idari iBadan idan/atau iPejabat iPemerintahan iyang ilebih 

tinggi ikepadaBadan idan/atau iPejabat iPemerintahan iyang ilebih irendah 

dengan itanggung ijawab idantanggung igugat itetap iberada ipada ipemberi 

mandat. 

 

Wewenang isekurang-kurangnya iterdiri iatas itiga ikomponen, iyaitu i: 

pengaruh, idasar ihukum idan ikonformitas ihukum. iKomponen ipengaruh 

dimaksudkan, ibahwa ipenggunaan iwewenang ibertujuan iuntuk 
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mengendalikan iprilaku isubyek ihukum, ikomponen idasar ihukum 

dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang 

jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang 

harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar 

khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang 

merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.7 

 

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam 

hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. 

Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang 

ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya 

dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi 

atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,8 yang 

selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di 

Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini 

sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah negara 

yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, 

termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum 

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan 

bertanggung jawab”. 

 

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan.9 Kekuasaan memiliki makna yang sama 

dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif 

dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial 

dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan 

 
7Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang TentangPeradilan Tata Usaha Negara, 

Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2010, Hlm. 68. 
8Ibid, Hlm. 69. 
9Ibid, Hlm. 1. 
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merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan 

kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.10 

 

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif 

dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan 

kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 

bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. 

Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari 

wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan 

kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan 

sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan 

tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak 

dilaksanakan.11Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. 

pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber 

kewenangan tersebut. 

 

2.1.2 Wewenang Pemerintahan 

Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Meskipun asas legalitas 

mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap 

negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan 

pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan 

oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah 

wewenang, yakni “Het vermogen tot het verrichten van bepaalde 

rechtshandelingen”,12 yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-

tindakan hukum tertentu.  

 
10Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia 

Groub, cet ke-6, Jakarta, 2014, Hlm. 73. 
11A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, 

Hlm. 201. 
12P. Nicolai, et. Al., op.cit, Hlm. 4, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 98. 
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Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa:  

“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan 

worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de 

verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door 

publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke 

rechtsverkeer”.13(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).  

 

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan 

bahwa wewenang adalah “het geheel van rechten en plichten dat hetzij 

expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is 

toegekend”,14 (keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit 

diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik). 

Menurut P.P.C.L, Tonnaer, “Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband 

opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus 

rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling em tussen overheid en te 

scheppen”,15(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif,dan dengan begitu, dapat 

diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).  

 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan 

kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya 

sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

 
13H.D. Stout, op.cit, Hlm. 102, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 98. 
14Ibid, Hlm. 103. 
15Ibid, Hlm. 265. 
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Negara, “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en 

administratief recht”.16 

 

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. 

Nicolai adalah sebagai berikut.  

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen 

(handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat 

bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de 

(rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te 

verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het 

verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een 

verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te 

laten”.17(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu 

tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, 

dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi 

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau 

menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan 

kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu).  

 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 

atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 

kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak 

mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan 

mengelolasendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal 

berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 

 
16F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 26, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum 

Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 99. 
17P. Nicolai, et. Al., op.cit, Hlm. 4, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 99. 
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mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 

dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.18 

 

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama 

penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan 

(bestuursbevoegdheid) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. 

R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini. .  

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toceigenen. Slechts de wet 

kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen 

attribueren aan een bestuursorgaan, maar cook aan ambtenaren 

(bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milicu enz) of aan 

speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan 

privaatrechtelijke rechtspersonen”.19(Organ pemerintahan tidak dapat 

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. 

Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-

undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada 

organ pemenntahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur 

pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus 

{seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa 

tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat). 

 

2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas 

(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 

adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 

tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa 

 
18Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung 13 Mei 2000, Hlm. 

1-2. 
19R.J.H.M. Huisman, op.cit, Hlm. 7, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 100. 
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pada iatribusi iterjadi ipemberian iwewenang ipemerintahan iyang ibaru 

oleh isuatu iketentuan idalam iperaturan iperundang-undangan. iDisini 

dilahirkan iatau idiciptakan isuatu iwewenang ibaru. iLebih ilanjut 

disebutkan ibahwa ilegislator iyang ikompeten iuntuk imemberikan iatribusi 

wewenang ipemerintahan iitu idibedakan iantara: i 

a. Yang iberkedudukan isebagai ioriginal ilegislator, idi inegara ikita idi 

tingkat ipusat iadalah iMPR isebagai ipembentuk ikonstitusi idan iDPR 

bersama-sama ipemerintah isebagai iyang imelahirkan isuatu iundang-

undang, idan idi itingkat idaerah iadalah iDPRD idan iPemerintah iDaerah 

yang imelahirkan iPeraturan iDaerah. i 

b. Yang ibertindak isebagai idelegated ilegislator, iseperti iPresiden iyang 

berdasar ipada isuatu iketentuan iundang-undang imengeluarkan iPeraturan 

Pemerintah idi imana idiciptakan iwewenang-wewenang ipemerintahan 

kepada iBadan iatau iJabatan iTata iUsaha iNegara itertentu. i 

 

Pada idelegasi iterjadilah ipelimpahan isyatu iwewenang iyang itelah iada 

oleh iBadan iatau iJabatan iTata iUsaha iNegara iyang itelah imemperoleh 

wewenang ipemerintahan isecara iatributif ikepada iBadan iatau iJabatan 

Tata iUsaha iNegara ilainnya. iJadi isuatu idelegasi iselalu ididahului ioleh 

adanya isuatu iatribusi iwewenang.20 

 

Mengenai iatribusi, idelegasi, idan imandat iini iH.D. ivan iWijk/ iWillem 

Konijnenbelt imendefinisikan isebagai iberikut: i 

a. Attributie: itoekenning ivan ieen ibestuursbevoegheid idoor ieen 

wetgever iaan ieen ibestuursorgaan, i(atribusi iadalah ipemberian 

wewenang ipemerintahan ioleh ipembuat iundang-undang ikepada iorgan 

pemerintahan). 

b. Delegatie: ioverdracht ivan ieen ibevoegheid ivan ihet iene 

bestuursorgaan iaan icen iander, i(delegasi iadalah ipelimpahan iwewenang 

pemerintahan idari isatu iorgan ipemerintahan ikepada iorgan ipemerintahan 

lainnya). i 

 
20Indroharto, op.cit, Hlm. 91. 



13 

 

 

 

c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem 

uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).21 

 

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan 

bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, 

yaitu atribusi dan delegasi, “Er bestaan slechts twee wijzen waarop een 

orgaan aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie”. 

Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, “Bij attributie gaat het 

om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid, bij delegatie gaat het om het 

overdragen van zen reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die 

bevoegdheid geattributueerd heeft gekregen, aan een ander organ, aan 

delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)”,22(Atribusi berkenaan dengan 

penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan 

wewenang yang telah ada {oleh organ yang telah memperoleh wewenang 

secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului 

oleh atribusi})”.  

 

Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut. 

“Bij mandaat is noch sprake van een bevoegdheidstoekenning”, noch van 

een bevoegdheisoverdracht. In geval van mandaat verandert er aan een 

bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridisch zin) niets. Er is dan 

uitsluitend sprake van een interne verhouding, bij voorberld 

ministerambtenaar, waar bij de minister de ambtenaar machtigt en/of 

opdraagt nemens hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch-

naar buiten toe-de minister het bevoegde en verantwoordelijke orgaan blijft. 

De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch”.23 (Pada mandat tidak 

dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. 

 
21H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, op.cit, Hlm. 129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum 

Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 102. 
22F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 40, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum 

Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 102. 
23Ibid, Hlm. 46. 
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Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun {setidak-

tidaknya dalam arti yuridis formal}. Yang ada hanyalah hubungan internal, 

sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan 

dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas 

nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab 

tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, 

menteri secara yuridis).  

 

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan Algemene Bepalingen van 

Administratief Recht24adalah sebagai berikut, “Van attributie van 

bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een 

bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent”, 

(Atribusiwewenang dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti 

materiil} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam 

hal delegasi disebutkan, “... Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid 

door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander orgaan, 

dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal 

uitoefenen”,25(...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan 

yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan 

melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya 

sendiri). Di dalam Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), mandat berarti, "Het 

door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn 

naam besluiten te nemen”,yaitu (pemberian wewenang oleh organ 

pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas 

namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, “Het overdragen door een 

bestuursorgaan van zajn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een 

ander die deze onder eiigen verantwoordelijkheid uitoefent”, (Pelimpahan 

wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil 

keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan 

wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari. 

 
24ABAR, op.cit, Hlm. 12. 
25Ibid, Hlm. 27. 
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tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam 

penggunaan wewenang itu | menimbulkan kerugian pada pihak lain.  

 

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini 

terdapat syarat-syarat sebagai berikut. 

a. delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu, 

b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam 

peraturan perundang-undangan,  

c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, 

d. kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, 

e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 

instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.26 

 

Dalam kajian HAN, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang 

organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan 

pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring 

dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, “geen bevoegdheid zonder 

verantwoordelijkheid atau there is no authority without 

responsibility”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap 

pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di 

dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.  

 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang 

diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang 

 
26Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, 

Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1998, Hlm. 9-10. 
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dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah 

ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang 

diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). 

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan 

wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab 

yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih 

pada penerima delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, penerima 

mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat 

(mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap 

berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini 

bukan pihak lain dari pemberi mandat. 

 

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang 

pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya 

dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan 

(beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan 

yang bersifat terikat dan bebas.27Indroharto28 mengatakan bahwa;pertama, 

wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila 

peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana 

wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak 

menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, 

terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang 

harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu 

merupakan wewenang yang terikat;kedua, wewenang fakultatif, terjadi 

dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak 

wajib menerapkanwewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, 

sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-

keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya;ketiga, 

wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi 

 
27Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum Airlangga, Surabaya, 1994, Hlm. 8. 
28Indroharto, op.cit, Hlm. 99-101. 
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kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan 

sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau 

peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat 

tata usaha negara yang bersangkutan.  

 

Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, 

membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan 

kebijaksanaan i(beleidsvrijheid) idan ikebebasan ipenilaian 

(beoordelingsvrijheid). Ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi 

dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan 

wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut 

bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi 

penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian 

(wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh 

menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai 

secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu 

wewenang secara sah telah dipenuhi. Berdasarkan pengertian ini, Philipus 

M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau 

kekuasaan diskresi, yaitu: pertama, kewenangan untuk memutus secara 

mandiri, kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar 

(vage norm).29 

 

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam 

suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang 

seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara 

hukum, “Zowel de bevoegdheidstoekenning,als de aard en de omvang van 

de bevoegdheid als de bevoegdheidsuitoefening zijn aan juridische grenzen 

onderworpen. Inzake bevoegdheidstoekenning en het tegendeel daarvan, 

bestaan juridisch geschreven en ongeschreven regels”30(Baik penyerahan 

 
29Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti: 

Jakarta, 2010, Hlm. 4-5. 
30F.A.M. Stoink dan J.G. Steenbeek, op.cit, Hlm. 29, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum 

Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press: Jakarta, 2018, Hlm. 109. 
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wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk 

pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan 

sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis). Di 

samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap 

penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan 

pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimana wewenang itu 

diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana 

mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa 

wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah 

pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat 

melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik 

(publiekrechtshandeling). 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran 

2.2.1 Pengertian Peran 

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.31 Peran dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk 

tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di 

masyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan 

kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan 

sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat 

dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya 

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 

kewajiban adalah beban atau tugas.32 

 

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku 

 
31Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta. 2016. Hlm. 735. 
32Ibid.Hlm. 348. 
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suatu iposisi idan imelaksanakan ihak-hak idan ikewajiban isesuai idengan 

kedudukannya. iJika iseseorang imenjalankan iperan itersebut idengan ibaik, 

dengan isendirinya iakan iberharap ibahwa iapa iyang idijalankan isesuai 

dengan ikeinginan idari ilingkungannya. iPeran isecara iumum iadalah 

kehadiran ididalam imenentukan isuatu iproses ikeberlangsungan.33 

 

Menurut iSoerjono iSoekanto, iia imengatakan ibahwa i“peranan i(role) 

merupakan iaspek idinamis ikedudukan i(status). iApabila iseseorang 

melaksanakan ihak idan ikewajibannya isesuai ikedudukannya, imaka iia 

menjalankan isuatu iperanan”. iMenurut iSuhardono, i“mendefinisikan 

bahwa iperan imerupakan iseperangkat ipatokan, iyang imembatasi iapa 

perilaku iyang imesti idilakukan ioleh iseseorang, iyang imenduduki isuatu 

posisi”. iSuhardono idan iPatoni, imengungkapkan ibahwa iperan idapat 

dijelaskan idengan ibeberapa icara iyaitu: i 

1. Pertama, ipenjelasan ihistoris: ikonsep iperan ipada iawalnya idipinjam 

dari ikalangan iyang imemiliki ihubungan ierat idengan idrama idan 

teater iyang ihidup isubur ipada izaman iYunani iKuno iatau iRomawi. 

Dalam ihal iini, iperan iberarti ikarakter iyang idisandang iatau 

dibawakan ioleh iseorang iaktor idalam isebuah ipentas idengan ilakon 

tertentu. i 

2. Kedua, ipengertian iperan imenurut iilmu isosial, iperan idalam iilmu 

sosial iberarti isuatu ifungsi iyang idibawakan iseseorang iketika 

menduduki isuatu iposisi idalam istruktur isosial itertentu. iDengan 

menduduki ijabatan itertentu, iseseorang idapat imemainkan ifungsinya 

karena iposisi iyang ididudukinya itersebut. 

 

Peran imerupakan idinamisasi idari istatis iataupun ipenggunaan idari ipihak 

dan ikewajiban iatau idisebut isubyektif. iPeran idimaknai isebagai itugas 

atau ipemberian itugas ikepada iseseorang iatau isekumpulan iorang. iPeran 

memiliki iaspek-aspek isebagai iberikut: 

1) iPeran imeliputi inorma-norma iyang idihubungkan idengan iposisi iatau 

 
33Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press: Jakarta. 2017. Hlm. 242. 
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tempat i iseseorang idalam imasyarakat. iPeran idalam iarti iini imerupakan 

rangkaian iperaturan iyang imembimbing iseseorang idalam ikehidupan 

masyarakat. 

2) iPeran iadalah isuatu ikonsep iperihal iapa iyang idapat idilakukan ioleh 

individu idalam imasyarakat isebagai iorganisasi. 

3) i iPeran ijuga idapat idiartikan isebagai iperilaku iindividu iyang ipenting 

bagi istruktur isosial imasyarakat.34 

 

Berikut iadalah ibeberapa iteori itentang i“peran” imenurut ipara iahli, yaitu: 

1. Menurut iDougherty i& iPritchard, i“teori iperan iini imemberikan isuatu 

kerangka ikonseptual idalam istudi iperilaku idi idalam iorganisasi. 

Mereka imenyatakan ibahwa iperan iitu i“melibatkan ipola ipenciptaan 

produk isebagai ilawan idari iperilaku iatau itindakan”. 

2. Menurut iMerton, i“mengatakan iperanan ididefinisikan isebagai ipola 

tingkah ilaku iyang idiharapkan imasyarakat idari iorang iyang 

menduduki istatus itertentu. iSejumlah iperan idisebut isebagai perangkat 

peran i(role-set). iDengan idemikian iperangkat iperan iadalah 

kelengkapan idari ihubungan-hubungan iberdasarkan iperan iyang 

dimiliki ioleh iorang ikarena imenduduki istatus-status isocial ikhusus”. 

3. Menurut iSoekanto iperan iadalah iproses idinamis ikedudukan i(status). 

Apabila iseseorang imelaksanakan ihak idan ikewajibannya isesuai 

dengan ikedudukannya, idia imenjalankan isuatu iperanan. iPerbedaan 

antara ikedudukan idengan iperanan iadalah iuntuk ikepentingan iilmu 

pengetahuan. iKeduanya itidak idapat idipisah-pisahkan ikarena iyang 

iatu itergantung ipada iyang ilain idan isebaliknya. i 

4. Menurut iMahmud i“Dalam iilmu isosiologi iditemukan idua iistilah iang 

akan iselalu iberkaitan, iyakni istatus i(kedudukan) idan iperan isosial 

dalam imasyarakat. iStatus ibiasanya ididefinisikan isebagai isuatu 

peringkat ikelompok idalam ihubungannya idengan ikelompok ilain. 

Adapun iperan imerupakan isebuah iperilaku iyang idiharapkan idari 

seseorang iyang imemiliki isuatu istatus itertentu itersebut” 

 
34Ibid. Hlm. 242. 
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5. Menurut iBiddle idan iThomas idalam iSarwono, i“menyatakan ibahwa 

peran iadalah iserangkaian irumusan iyang imembatasi iperilaku-perilaku 

yang idiharapkan idari ipemegang ikedudukan itertentu”. 

6. Menurut iRobert iLinton, i“teori iperan imenggambarkan iinteraksi sosial 

dalam iterminologi iaktor-aktor iyang ibermain isesuai idengan iapa-apa 

yang iditetapkan ioleh ibudaya. iSesuai idengan iteori iini, iharapan-

harapan iperan imerupakan ipamahaman ibersama ikita iuntuk imenuntun 

berperilaku idalam ikehidupan iseharihari. iMenurut iteori iini, seseorang 

yang imempunyai iperan itertentu imisalnya isebagai idokter, mahasiswa, 

orang itua iwanita, idan ilain isebagainya, idiharapkan iagar iseseorang 

tadi iberperilaku isesuai idengan iperan itersebut”. 

7. Kozier iBarbara, iperan iadalah iseperangkat itingkah ilaku iyang 

diharapkan ioleh iorang ilain iterhadap iseseorang isesuai ikedudukannya 

dalam, isuatu isystem. iPeran idipengaruhi ioleh ikeadaan isosial ibaik 

dari idalam imaupun idari iluar idan ibersifat istabil. iPeran iadalah 

bentuk idari iperilaku iyang idiharapkan idari iseesorang ipada isituasi 

sosial itertentu. 

8. Wolfman, ikata i“peran” idiambil idari iistilah iteater idan imerupakan 

bagian iyang itak iterpisahkan idari ikelompok-kelompok imasyarakat. 

Arti iperan iadalah ibagian iyang ikita imainkan ipada isetiap ikeadaan 

dan icara ibertingkah ilaku iuntuk imenyelaraskan idiri ikita idengan 

keadaan. 

9. Menurut iRiyadi, iperan idapat idiartikan isebagai iorientasi idan ikonsep 

dari ibagian iyang idimainkan ioleh isuatu ipihak idalam ioposisi isosial. 

Dengan iperan itersebut, isang ipelaku ibaik iitu iindividu imaupun 

organisasi iakan iberprilaku isesuai iharapan iorang iatau ilingkungannya. 

10. Menurut iKatz idan iKahn, iintegrasi iorganisasi imerupakan ipeleburan 

ikomponen iperanan, inorma idan inilai. iPeranan iadalah iserangkaian 

iperilaku iyang idiharapkan idilakukan ioleh iseseorang iyang iditentukan 

ioleh ikarakteristik ipribadi iseseorang, ipengertian iseseorang itentang 

iapa iyang idiharapkan iorang ilain ikepadanya idan ikemaunnya iuntuk 

imentaati iyang itelah imenetapkan ipengharapan itadi. 
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11. Dougherty i& iPritchard, imengemukakan ibahwa irelevansi isuatu 

iperan iitu iakan ibergantung ipada ipenekanan iperan itersebut ioleh 

ipara ipenilai idan ipengamat i(biasanya isupervisor idan ikepala 

isekolah) iterhadap iproduk iatau ioutcome iyang idihasilkan. iDalam ihal 

iini, istrategi idan istruktur iorganisasi ijuga iterbukti imempengaruhi 

iperan idan ipersepsi iperan i(role iperception). 

 

Dari isekian ibanyak iteori itentang iperan, ipenulis imenyimpulkan ibahwa 

peran iadalah iaspek idinamis iyang iberupa itindakan iatau iperilaku iyang 

dilaksanakan ioleh iseseorang iyang imenempati iatau imemangku isuatu 

posisi idan imelaksanakan ihak-hak idan ikewajiban isesuai idengan 

kedudukannya idi idalam imasyarakat. iPeran iadalah itugas iyang imelekat 

pada idiri iseseorang isebagai iidentitasnya iyang idiemban idan iharus 

dilaksanakan idengan isebaik-baiknya ikarena ibagaimanapun ibesar iatau 

kecilnya isebuah itugas iitu iharus itetap idipertanggungjawabkan iterhadap 

diri isendiri, iorang ilain idan iterhadap iTuhan iYang iMaha iEsa. iPeran 

yang imelekat ipada idiri iseseorang idapat imempengaruhi ibaik iburuknya 

perangai iseseorang idalam imenunaikan iperannya. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis iPeran 

Jenis-jenis iperan iadalah isebagai iberikut: 

a) Peran inormatif iyaitu iperan iyang idilakukan ioleh iseseorang iatau 

ilembaga iyang ididasarkan ipada iseperangkat inorma iatau ihukum 

iyang iada idalam ikehidupan imasyarakat. 

b) Peran iideal iadalah iperan iyang idilakukan ioleh iindividu iatau 

ilembaga iyang ididasarkan ipada inilai-nilai iideal iatau iyang 

iseharusnya idilakukan isesuai idengan itingkatannya idi idalam isuatu 

isistem. 

c) Peran ifaktual iadalah iperan iyang idilakukan ioleh iindividu iatau 

ilembaga iyang ididasarkan ipada ikenyataan isecara ikongkrit idi 

ilapangan iatau ikehidupan isosial iyang isebenarnya iterjadi isecara 

inyata. i 
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Adapun imenurut iSoerjono iSoekamto, ijenis-jenis iperan iadalah isebagai 

iberikut: 

a) Peran iAktif, iadalah iperan iseseorang iseutuhnya iselalu iaktif idalam 

tindakannya ipada isuatu iorganisasi. iHal itersebut idapat idilihat iatau 

diukur idari ikehadirannya idan ikontribusinya iterhadap isuatu 

organisasi. i 

b) Peran iPartisipasif, iadalah iperan iyang idilakukan iseseorang 

berdasarkan ikebutuhan iatau ihanya ipada isaat itertentu isaja. i 

c) Peran iPasif iadalah isuatu iperan iyang itidak idilaksanakan ioleh 

iindividu. iArtinya, iperan ipasif ihanya idipakai isebagai isimbol idalam 

ikondisi itertentu idi idalam ikehidupan imasyarakat.35 

 

Pemerintah imerupakan ilembaga iyang imempunyai ikekuasaan iuntuk 

memerintah. iPemerintah iini imemiliki ikekuatan iyang ilebih idari iyang 

diperintah. iJadi idapat idikatakan ipemerintah imempunyai ifungsi iuntuk 

memerintah imayoritas iatau iorang ibanyak. iPemerintah imemiliki idua 

macam iperan, iyaitu: 

 

1. Peran iPrimer 

Peran iPrimer iadalah iperan iyang iterus imenerus iberjalan idan iberkaitan 

positif idengan ikeadaan iyang idiperintah i(masyarakat). iArtinya, iperan ini 

tidak iakan iberkurang idengan isituasi idan ikondisi idari imasyarakat, ibaik 

dari ihal iekonomi, ipolitik, isosial idan ibudaya.36 iSemakin ibertambah 

kondisi iyang idiperintah imaka iperan iini iakan ilebih imeningkat ilagi. 

Jadi, iperan iini itidak iterpengaruh ioleh iapa ipun. iPeran iprimer 

pemerintah iadalah isebagai iberikut: 

a. Peran iPelayanan i(Serving) 

 Tugas idasar idari ipemerintah iadalah imemberikan ipelayanan ikepada 

 
35 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru: Rajawali Press Jakarta. 2017. 

Hlm. 235. 
36Alfi Zakki Alfarhani dan M. Zainuddin, ”Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam 

Penegakan Hukum Investasi Bodong (The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Law 

Enforcement, Fake Investments)”, Juridica 4 no. 1 (2022): 13-31, 28, doi: 

10.46601/juridica.v4i1.213. 
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iyang idiperintah. iMasyarakat imembentuk ipemerintah ikarena 

imasyarakat itidak idapat imemenuhi ikebutuhan iprivatnya. 

iMasyarakat imebutuhkan isebuah ilembaga iyang ibias iuntuk 

imemberikan ipelayanan iyang iprima, iyaitu ipemerintah. iPeran 

ipelayanan iini ibersifat iuniversal, imaksudnya iadalah idijalankan 

ioleh isemua ipemerintahan idi iberbagai idunia, ibaik inegara imaju, 

iberkembang idan iterbelakang. 

b. Peran iPengaturan i(Reguling) 

 Peran ipengaturan idikatakan isebagai iperan iutama, ikarena 

pemerintah idiberikan ikekuasaan iyang ilebih i(powerfull) ioleh iyang 

diperintah i(powerless). iIni imerupakan imodal ipemerintah iuntuk bias 

mengendalikan imasyarakat iyang imemiliki ikuantitas ijauh ilebih 

besar. iPengaturan iini ibias iberupa iUndang- iUndang, iPeraturan 

Pemerintah, iPerda, iatau ipun isejenisnya. iPemerintah imengatur 

dengan itujuan iuntuk ibias imenjaga ikeamanan imasyarakat iyang 

kondusif. 

 

2. Peran iSekunder 

Peran isekunder iadalah iperan iyang iberhubungan inegative idengan situasi 

dan ikondisi idi imasyarakat. iArtinya iadalah isemakin ibesar itaraf ihidup 

yang idiperintah, imaka isemakin ikuat ibargaining iposition. iSedangkan 

apabila isemakin iintegrative imasyarakat, imaka iperan isekundernya iakan 

berkurang. iYang itermasuk idalam iperan isekunder iadalah: 

a. Peran iPembangunan i(development) 

Peran iini idikategorikan isekunder ikarena idilakukan iapabila isituasi 

dan ikondisi imasyarakat ilemah. iPembangunan iakan iberkurang 

apabila ikeadaan imasyarakat imembaik, iartinya imasyarakat isejahtera. 

Jadi, iperan ipembangunan iakan ilebih idilakukan ioleh ipemerintah atau 

negara iberkembang idan iterbelakang, isedangkan inegara imaju iakan 

melaksanakan iperan iini iseperlunya. 

b. Peran iPemberdayaan i(Empowerment) 

Peran iini idilakukan iapabila iyang idiperintah iatau imasyarakat itidak 
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imemiliki ikemampuan idan iskill iuntuk ibias ikeluar idari izona 

inyaman. iContohnya imasyarakat itertindas, ikemiskinan, ikurang 

ipendidikan idan isebagainya. iPemerintah iharus ibisa imebawa 

imasyarakat ikeluar idari izona iini idengan imelakuan ipemberdayaan. 

iPemeberdayaan idimaksud iuntuk ibisa imengeluarkan ikemampuan 

iyang idimiliki ioleh imasyarakat isehingga ipemerintah itidak iterbebani. 

iPemeberdayaan idilakukan idemi imeningkatkan ikualitas iSDM iatau 

imasyarakat. iSemakin imasyarakat idiperdayakan imaka iketergantungan 

iterhadap ipemerintah iakan imakin iberkurang. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 

 

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK adalah suatu Lembaga 

negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 

yang memiliki fungsi utama yaitu untuk meyelenggarakan system 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan. Lembaga OJK merupakan otoritas kewenangan 

tunggal di sector jasa keuangan di Indonesia yang dengan adanya OJK ini 

menjadi Lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu di 

perhatikan dan harus dipersiapkandengan segala hal untuk mendukung 

keberadaan Lembaga OJKtersebut.37 

 

Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu instansi pengawasan jasa 

keuangan. Jasa keuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar 

modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 

1 Ayat 1, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lainnya, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud 

 
37Siti Sundari. Laporan Kompendium  Hukum Bidang Perbankan. Jakarta : Kementrian 

Hukum dan HAM RI. 2011.  Hlm. 44. 
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dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.38 

 

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana 

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). 

Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal 

memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan suatu kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip Syariah bank wajib melakukan beberapa cara yang 

pastinya tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah 

memberikan kepercayaan dananya kepada bank, serta bank memiliki 

kewajiban menjaga tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari 

faktor permodalan, kualitas sebuah aset, kualitas dalam hal manajemen, 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan 

dengan bank, dan bank wajib  melakukan kegiatan usaha yang sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri 

didirikan untuk menggantikan Lembaga Bapepam-LK.39 

 

2.2.2 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan 

Lembaga OJK dibentuk dengan memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan sebagai berikut.40 

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel  

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

dan stabil  

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung 

kepentingan sector jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 

menambahkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu 

menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, 

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan 

tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan 

dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, yang meliputi 

 
38 Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
39 UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan 
40 Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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independensi, akuntabillitas, pertanggunngjawaban, transparansi, dan 

kewajaran (fairness). 

 

2.2.3 Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Sebagaimana beberapa jenis peran yang ada, maka peran sendiri memiliki 

hubungan erat dengan fungsi. Sebagaimana peran yang ada yakni salah 

satunya peran normatif, dimanaLembaga OJK memiliki peran yang 

berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap semua kegiatan di dalam sector jasa keuangan. 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan 

pengawasan terhadap:41 

1). iKegiatan iJasa iKeuangan idi isektor iPerbankan, iyakni isbb.42 

1.iPengaturan idan iPengawasan imengenai ikesehatan ibank iyang i    

meliputi i: 

a. Likuiditas i(rasio iyang imenunjukkan ikemampuan iperusahaan 

untuk imemenuhi ikewajiban ifinansial iyang iberjangka ipendek itepat 

pada iwaktunya), irentabilitas i(rasio iyang idigunakan iuntuk mengukur 

kemampuan iperusahaan idalam imemperoleh ikeuntungan iagar idapat 

terjaga ikontinuitasnya), isolvabilitas i(rasio iyang idigunakan iuntuk 

mengukur isejauh imana iaktiva iperusahaan idibiyai idengan iutang), 

kualitas iasset i(tolak iukur iuntuk imenilai itingkat ikemungkinan 

diterimanya ikembali idana iyang iakan iditanamkan idalam iaktiva 

produktif iberdasarkan ikriteria itersebut), irasio ikecukupan imodal 

minimum, ibatas imaksimum ipemberian ikredit, irasio ipinjaman 

terhadap isimpanan, idan ipencadangan ibank. 

b. Laporan ibank iyang iterkait idengan iKesehatan idan ikinerja ibank. 

c. System iinformasi idebitur i. 

d. Pengujian ikredit i(credit itesting). 

e. Standar iakuntansi ibank. i 

 
41Pasal 5-6 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
42Sholahuddin.Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam . Ombak: Yogyakarta . 2014.  Hlm. 

336. 
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2. iPengaturan idan ipengawasan imengenai iaspek ikehati-hatian ibank, 

meliputi i:manajemen iresiko, itata ikelola ibank, iprinsip imengenal 

nasabah idan ianti ipencucian iuang, idan ipencegahan ipembiayaan 

terorisme idan ikejahatan iperbankan. I 

3. iPemeriksaan ibank i 

2). Kegiatan ijasa ikeuangan idisektor ipasar imodal i 

3).iKegiatan ijasa ikeuangan idi isektor iperasuransian, idana ipension, 

Lembaga iPembiayaan, idan iLembaga iJasa iKeuangan ilainnya. i 

 

Bukan ihanya iitu iterkait ijuga idengan iperan ipengaturan idalam persfektif 

HAN imaka iberikut ifungsi iyang isebagaimana iOJK juga imelaksanakan 

tugas ipengaturan isebagaimana idimaksud idi iatas, iLembaga iOJK 

mempunyai iwewenang: i 

a. Menetapkan iperatuan ipelaksanaan iUndang-Undang i 

b. Menetapkan iperaturan iperundang-undangan idi isektor ijasa ikeuangan 

c. Menetapkan iperaturan idan ikeputusan iOtoritas iJasa iKeuangan 

d. Meneteapkan iperaturan imengenai ipengawasan idi isektor ijasa 

keuangan 

e. Menetapkan ikebijakan imengenai ipelaksanaan itugas iOJK 

f.   Menetapkan iperaturan imengenai itata icara ipenetapan iperintah itertulis 

terhadap iLembaga ijasa ikeuangan idan ipihak itertentu i 

g. Menetapkan iperaturan imengenai itata icara ipenetapan ipengelola 

statuer pada iLembaga iJasa iKeuangan 

h. Menetapkan istruktur iorganisasi idan iinfrastruktur, iserta imengelola, 

memelihara, idan imenatausahakan ikekayaan idan ikewajiban 

i. Menetapkan iperaturan imengenai itata icara ipengenaan isanksi isesuai 

dengan iketentuan iperaturan iperundang iundangan idi isector ijasa 

keuangan 

 

Bahkan ibukan ihanya iitu isesuai ipada iperan ipelayanan, ipembangunan 

dan ipemberdayaan iatau isebagaimana iperan ipemerintah iyang iada ipada 

OJK iuntuk imelaksanakan itugas ipengawasan idalam iarti imemasti 
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kestabilan iperekonomian inasional isebagaimana idimaksud idiatas, iOJK 

mempunyai iwewenang: i 

a. Menetapkan ikebijakan ioperasional ipengawasan iterhadap ikegiatan 

jasa ikeuangan 

b. Mengawasi ipelaksanaan itugas ipengawasan iyang idilakukan ioleh 

kepala ieksekutif 

c. Melakukan ipengawasan, ipemeriksaan, ipenyidikan, iperlindungan 

konsumen, idan iTindakan ilain iterhadap iLembaga ijasa ikeuangan, 

pelaku, idan/atau ipenunjang ikegiatan ijasa ikeuangan isebagaimana 

dimaksud iperaturan iperundang-undangan idi isektor ijasa ikeuangan 

d. Memberikan iperintah itertulis iterhadap ikepala ipimpinan iLembaga 

jasa ikeuangan idan/atau ipihak itertentu 

e. Melakukan ipenunjukkan ipengelola istatuer 

f. Menetapkan ipenggunaan ipengelola istatuer 

g. Menetapkan isanksi iadministrative iterhadap ipihak iyang imelakukan 

pelanggaran iterhadap iperaturan iperundang-undangan idi isektor ijasa 

keuangan 

h. Memberikan idan/atau imencabut i 

a) Izin iusaha 

b) Izin iorang iperseorangan 

c) Efektifnya ipernyataan ipendaftaran 

d) Surat itanda iterdaftar 

e) Persetujuan imelakukan ikegiatan iusaha 

f) Pengesahan 

g) Persetujuan iatau ipenetapan ipembubaran 

h) Penetapan ilain, isebagaimana idimaksud idalam iperaturan 

perundang-undangan idi isektor ijasa ikeuangan. 

Menurut iPasal i34 iUU iOJK, ianggaran iOJK ibersumber idari iAnggaran 

Pendapatan idan iBelanja iNegara i(APBN) idan ipungutan idari ipihak yang 

melakukan ikegiatan idi isektor ijasa ikeuangan. 
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2.2.4 Asas Otoritas Jasa Keuangan 

Lembaga OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan 

asas-asas sebagai berikut : 

1. Asas Independensi : yaitu independent dalam pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. 

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi 

kepentingan utama masyarakat dan konsumen serta memajukan kesejateraan 

umum. 

4. Asas keterbukaan, yaitu asa yang membuka diri terhadap masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang bernar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribdadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

5. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan kode etik 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seluruh kegiatan 

dan hasil akihir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum. 

7. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral 

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan 

OJK.43 

 

 

 

 

 

 

 

 
43Ibid. Hlm. 337-338. 
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Investasi 

2.3.1 Definisi Hukum Investasi 

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 

investment of law. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan 

mengenai pengertian investasi secara spesifik, sehingga untuk mengetahui 

definisi dari investasi perlu mencari dari pendapat para ahli maupun kamus 

hukum.44 Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal 

juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang 

berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa depan.45 

 

Oleh karena itu, terkadang investasi disebut penanaman modal dimana 

istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, 

sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam 

perundangundangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut 

mempunyai pengertian yang sama sehinggakadang-kadang digunakan 

secara interchangeable. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan 

Bahasa Inggris dari investment.46 

 

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman 

modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi 

baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi 

(natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya 

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang 

berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak 

 
44Muchsin.Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.Magister Ilmu 

Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2011. Hlm. 14. 
45Investasi.http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi. Di akses pada 23 Maret 2023. 
46Ida Bagus Rahmadi Supancana. Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di 

Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. 2008. Hlm. 1. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.47Oleh karenanya 

makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau badan hukum, yang menyisihkan sebagian 

pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan 

harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil keuntungan.48 

 

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai 

salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi 

dapat diartikan sebagai : 

a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan 

lainnya  

b. Suatu tindakan membeli barang modal 

c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di 

masa dating49 

 

Mengenai teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson 

menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh 

perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan 

digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam 

perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna 

menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak 

dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi 

barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak 

lain.”50Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman 

modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

 
47M. Sornarajah. The International Law on Foreign Investment. Chambridge United 

Kingdom : Cambridge University Press. 2012. Hlm. 1-2. 
48Hendrik Budi Untung. Hukum Investasi Ed. 1. Sinar Grafika: Jakarta. 2010.  Hlm. 3. 
49Hulman Panjaitan, Panji Anoraga. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal 

Asing. Pustaka Jaya: Jakarta. 2011. Hlm. 47. 
50Didik J. Sarbini. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik).  PT. 

Indeks: Jakarta. 2008. Hlm. 11. 
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kemampuan memproduksi barang barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Investasi 

Investasi yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi 

Asing dan Investasi Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan 

hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penamaman modal dibagi 

menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (Foreign Direct 

Investment/FDI) oleh investor lokal (domestic investor maupun investor 

asing, dan penanaman modal yangdilakukan secara tidak langsung oleh 

pihak asing (Foreign Indirect Investment/FII) yang dilakukan di Pasar 

Modal.51 

 

Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Investasi iLangsung i(Direct iInvestment) 

Investasi ilangsung iadalah imerupakan isuatu ibentuk ipenanaman 

modal isecara ilangsung. iDalam ihal iini ipihak iinvestor ilangsung 

terlibat iaktif idalam ikegiatan ipengelolaan iusaha idan 

bertanggungjawab isecara ilangsung iapabila iterjadi isuatu ikerugian.52 

b. Investasi iTak iLangsung i(Indirect iInvestment) 

Investasi itidak ilangsung iadalah iinvestasi ibukan ipada iassset iatau 

faktor iproduksi, itetapi ipada iasset ikeuangan i(finansial iassets), 

seperti ideposito, isurat iberharga i(sekuritas) iseperti isaham idan 

obligasi, iCommercial iPapper, ireksadana, idan ilain isebagainya. 

Investasi ipada iaktiva ifinansial iini ibertujuan iuntuk imendapatkan 

manfaat idimasa idepan iyang idisebut idengan iistilah ibalasjasa 

investasi iberupa ideviden iatau icapital igain. i 

 

Kegiatan iini idapat idilakukan ioleh isemua ipihak iyang imemiliki 

kelebihan idana itunai i(Surplus iSaving iUnit) iyang ibiasanya imelalui 

 
51Ibid. Hlm. 1. 
52N. Rosyidah Rahmawati. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi 

Era Global. Penerbit Bayumedia: Malang. 2011. Hlm. 7. 
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lembaga ikeuangan, iseperti ilembaga iperbankan, iasuransi, ipasar imodal, 

ataupun ipasar iuang. iKedua ijenis iinvestasi idiatas i(langsung idan itidak 

langsung) isaling imelengkapi, inamun ipada ihakekatnya iinvestasi 

tidakilangsung, iadalah iturunan idari iinvestasi ilangsung, isehingga ilaba 

atau ibalas ijasa idari iinvestasi ifinansial iini iberasal idari ikemampuan dan 

produktivitas iinvestasi ilangsung.53Oleh ikarena iitu ipemerintah iperlu 

membuat iprioritas ikebijakan, isehingga itercipta isinergi iyang itepat ipada 

kedua ijenis iinvestasi, iJika ihal iini idapat iterwujud, itentu iakan 

meningkatkan ipeluang iatau iiklim iinvestasi idi inegeri iini. iPeluang 

investasi iperlu iuntuk iterus idigalakkan iagar ipembangunan iekonomi 

dapat iberjalan ilancar, isehingga idapat imewujudkan ikesejahteraan ibagi 

masyarakat iluas. 

 

2.3.3 Pengaturan Investasi Di Indonesia 

Penanaman Modal/investasi di Indonesia telah berkembang cukup lama 

dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 (lima puluh Tahun), dimana dalam 

kurun waktu tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik 

Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah 

berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan nasional. 

 

Dasar ihukum imengenai iPenanaman iModal idi iIndonesia idi iawali 

dengan ipemberlakuan iUndang-Undang iNo. i78 iTahun i1958 itentang 

Penanaman iModal iAsing iyang idalam ipelaksanaannya imengalami 

kemandekan. iKemudian ipada iTahun i1967 iditerbitkan iUndang-Undang 

No. i1 iTahun i1967 itentang iPenanaman iModal iAsing iyang ikemudian 

di iubah idengan iUndang-Undang iNo. i11 iTahun i1970 itentang 

Perubahan idan idan iUndang iUndang iNo. i6 iTahun i1968 itentang 

Penanaman iModal iDalam iNegeri isebagaimana ikemudian idiubah 

 
53Henry Faizal Noor. Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat. Indeks: Jakarta. 2014. Hlm. 11. 
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dengan iUndang-Undang iNo. i12 iTahun i1970 itentang iPerubahan idan 

Tambahan iUndang-Undang iNo. i6 iTahun i1968. 

 

Keberadaan iUndang-Undang iNo. i1 iTahun i1967 ijo iUndang iUndang 

No. i12 iTahun i1970 idan iUndang-Undang iNo. i6 iTahun i1968 ijo 

Undang iUndang iNo. i12 iTahun i1968 iyang isudah iberlaku ikurang ilebih 

40 iTahun idirasakan iperlu iuntuk idilakukan iperubahan idan ipenggantian. 

Penggantian iini idi idasarkan ikarena ikedua iUndang-Undang iPenanaman 

Modal itersebut isudah itidak isesuai ilagi idengan itantangan idan 

kebutuhan iuntuk imempercepat iperkembangan iperekonomian inasional 

melalui ikonstruksi ipembangunan ihukum inasional idi ibidang iPenanaman 

Modal iyang iberdaya isaing idan iberpihak ipada ikepentingan inasional.54 

 

Untuk iitu iPemerintah itelah imengesahkan idan imengundangkan Undang-

Undang iNo. i25 iTahun i2007 itentang iPenanaman iModal iyang imenurut 

ketentuan iPasal i40, iUndang-Undang iPenanaman iNo. i25 iTahun i2007 

ini iberlaku isejak itanggal idiundangkan. iKurun iwaktu i5 i(lima) iTahun 

sejak ipemberlakuan iUU iNo. i25 iTahun i2007 itentang iPenanaman 

Modal, itelah iditerbitkan ibeberapa iperaturan ipelaksana iyang ibaru idari 

UU iNo. i25 iTahun i2007 itentang iPenanaman iModal, iyaitu: 

a. UU iNo. i25 iTahun i2007 itentang iPenanaman iModal 

b. Peraturan iPresiden iNo. i90 iTahun i2007 itentang iBadan iKoordinasi 

Penanaman iModal 

c. Peraturan iPemerintah iNo. i45 iTahun i2008 itentang iPedoman 

Pemberian iInsentif idan iPemberian iKemudahan iPenanaman iModal 

di iDaerah. i 

d. Peraturan iPemerintah iNo. i20 iTahun i1994 itentang iPemilikan 

Saham iDalam iPerusahaan iYang iDidirikan iDalam iRangka 

Penanaman iModal iAsing i 

 
54Indonesia, Undang Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN.No. 67 

Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Hlm. 12. 
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e. Peraturan iKepala iBadan iKoordinasi iPenanaman iModal iNo. i14 

Tahun i2009 itentang iSistem iPelayanan iInformasi idan iPerizinan 

Investasi iSecara iElektronik. 

 

2.3.4 Pengertian Investasi Ilegal 

Investasi Ilegal pada hakikatnya merupakan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas menggunakan nama 

investasi.55 Dalam praktiknya, dana milik investor A dipakai untuk 

membayar bunga kepada Investor B, dan Investor C, dan seterusnya. 

Sampai suatu ketika tidak ada lagi investor baru menanamkan dananya, atau 

dana yang tersedia tidak mencukupi.56 

 

Menurut Arsil, Investasi illegal menggunakan skema Money game atau 

Skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus 

kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen 

yang baru. Tidak ada sedikitpun aktifitas bisnis nyata untuk menompang 

pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga 

akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan 

kepada pihak lain yang telah ikut terlebih dahulu.57 

 

Investasi Ilegal dapat dilihat darcashi bentuk umum dan ciri-cirinya yaitu 

sebagai berikut:  

1) i iBentuk iumum ididuga ikegiatan iInvestasi iIlegal 

a. Fixed iincome iproduct 

b. Simpanan iyang imenyerupai iproduk iperbankan i(tabungan iataupun 

deposito) 

c. Penyertaan imodal iInvestasi 

d. Program iInvestasi idaring imelalui iinternet i 

2) i iCiri-ciri iInvestasi iIlegal 

 
55Paripurna. Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi Ilegal : 

Edisi Keuangan. www.sikapuangmu.ojk.go.id diakses 21 Maret 2023. 
56Budi Untung, Buku Cerdas Investasi. Andi Offset: Yogyakarta. 2011. Hlm. 106. 
57 Sufmi Dasco Ahmad. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi 

Ilegal di Indonesia.Jurnal hukum.volume 6 nomor 1 (2018) Hlm 4. 
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a. Memberikan iiming-iming itingkat ibagi ihasil iyang idiluar inalar 

b. Penekanan iutama ipada iperekrutan 

c. Tidak idijelaskan ibagaimana icara iinvetasinya i 

d. Tidak idijelaskan ibagaimana iUnder-Lying iusaha iyang imemenuhi 

atas ikewajaran idan ikepatutan idi isector iinvestasi ikeuangan 

e. Tidak ijelasnya istruktur ikepengurusan, istruktur ikepemilikan, 

strruktur ikegiatan iusaha idan ialamat idomisili iusaha 

f. Kegiatan iyang idilakukan imenyerupai imoney igame idan iskema 

ponzi, imenyebabkan iterjadinya ikegagalan iuntuk imengembalikan 

dana ikonsumen iyang idi iinvestasikan 

g. Bila iada ibarang, ikualitas ibarang itersebut itidak isebanding idengan 

harganya 

h. Pemberian ibonus idan icashback iyang isangat ibesar ibagi ikonsumen 

yang ibisa imerekrut ikonsumen ibaru.58 

 

2.3.5 Subyek atau Pelaku Investasi Ilegal 

1. Individu 

Jenis pelaku merupakan individu-individu yang menggunakan skema ponzi. 

Skema ponzi adalah sebuah skema dan pernah dilakukan oleh seorang 

penipu yang berasal dari negara Amerika Serikat yang bernama Charles 

Ponzi. Charles Ponzi melakukan tindakan penipuan dengan bentukin vestasi 

perangko dan terjadi pada tahun 1920 dengan menipu banyak orang sewaktu 

itu. Skema ponzi sendiri memiliki artian yaitu sebuah skema penipuan 

investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk mendapat return 

atau yang biasa disebut profit kepada investor yang sudah bergabung dengan 

memakai uang dari investor yang baru saja bergabung. Di Indonesia, 

masyarakat juga masih terbilang belum banyak yang mengerti apa itu 

penipuan yang memakai skema ponzi. Banyak masyarakat Indonesia yang 

belum mengerti tentang dampak yang akan ditimbulkan dari penipuan 

berskema ponzi ini. Terdapat berbagai macam penipuan yang berskema 

 
58Otoritas Jasa Keuangan, Bentuk Umum Produk diduga Ilegal yang ditawarkan, 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan. 

Diakses pada 22 Maret 2023. 
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ponzi ini tapi tetap menggunakan skema yang masih sama. Dengan 

demikian, banyak masyarakat yang mudahmau dan tertipu dengan janji dan 

return perbulan yang tinggi oleh oknum atau pelaku penipuan berskema 

ponzi karena tiap bulannya akan mendapat return yang tinggi. 

 

Investasi ilegal Skema Ponzi telah ada selama bertahun-tahun, pelaku 

penipuan terus menemukan cara baru untuk menggunakan skema untuk 

memanipulasi dan mengambil keuntungan dari investor. Kasus investasi 

ilegal memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor, dan 

penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang 

dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan 

kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun. Pencegahan 

penipuan investasi ilegal seperti Skema Ponzi dan Swiss Cash memerlukan 

kerjasama yang baik diantara regulator, baik domestik maupun 

internasional. Skema Cepat Kaya (Get-Rich-Quick) telah dilarang oleh 

negara oleh karena itu diperlukan hukuman yang lebih keras bagi operator 

dan peserta skema.  

 

Era globalisasi, pasar dibanjiri dengan berbagai jenis peluang investasi, 

tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut menciptakan peluang untuk 

eksploitasi kriminal. Maraknya penawaran investasi berbasis website 

ataupun aplikasi harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan 

ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming 

pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih 

dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya. 59 

 

Ciri ikhas idari iponzi iialah iorang-orang iyang isudah iterlebih idahulu 

bergabung iakan imendapatkan iuang idan iini ibukan idari ibisnis iataupun 

investasi iyang isah, itetapi idengan imendapatkan ikomisi ikarena isudah 

berhasil imembuat iorang ibaru iuntuk iikut iserta ibergabung. iMulti-level 

marketing iatau iyang idisingkat idengan iMLM iterkadang idisamakan 

 
59Tandelilin, E. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Kanisius: Yogyakarta. 2010. 

Hlm. 133. 
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dengan iskema iponzi idan idicirikan idengan isedikitnya imaupun itidak 

ada iproduk iatau ijasa iyang idijual. iPara ianggota ipada iawalnya biasanya 

akan imendapatkan ikomisi idan iini iberasal idari ibiaya iyang 

sudahdibayar ioleh ianggota iyang ibaru ibergabung idi ikemudian ihari. 

Dalam iskema iini iakan imenimbulkan imasalah ikarena ijika iingin itetap 

mendapatkan ikomisi, iseorang ianggota itetap iharus imencari ianggota 

baru iyang ilain, isedangkan idilihat idari ibisnis iberskema iMLM iini ijika 

ingin imendapatkan ikomisi iharus imelakukan ipenjualan iproduk iatau jasa 

dan ibisa idilakukan isecara iindividu ialtaupun idengan ibergabung kedalam 

sebuah itim. iDan idi iIndonesia itidak iada ipengaturan iyang isecara 

khusus imengatur iterkait idengan iinvestasi ibodong idengan iskema iponzi, 

oleh ikarena iitu idibutuhkan ipenafsiran ihukum iterhadap ipermasalahan 

tersebut. 

 

2. Perseroan/Korporasi 

Selain iindividu, iPerseroan iatau ikorporasi ijuga idapat imenjadi ipelaku 

investasi ibodong, isebagai ibadan ihukum iyang idipimpin ioleh idireksi, 

yaitu isuatu ijabatan idi idalam ikelembagaannya iyang idijalankan terutama 

oleh iorang iyang idisebut isebagai idirektur, iadalah ipelaksanaan idan 

pimpinan idalam iperusahaan itersebut. iHal iini idikatakan ikejahatan 

perusahaan iatau ikejahatan ikorporasi i(corporate icrime). iMenurut 

Marwan iEffendy, idijelaskannya ibahwa isaat iini ikorporasi iatau ibadan-

badan iusah idalam idunia ibisnis idapat idiminta ipertanggungjawaban 

pidana iatas itindak ipidana iatau iperbuatan imelawan ihukum iyang 

dilakukan ioleh iagen-agen ikorporasi iyang ibertitik iatas inama ikorporasi 

tersebut. 

 



40 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 PendekatanMasalah 

Menurut iSoerjono iSoekanto, ipenelitian ihukum imerupakan isuatu kegiatan 

ilmiah, iyang ididasarkan ipada imetode isistematika idan ipemikiran itertentu 

untuk imempelajari isuatu iatau ibeberapa igejala ihukum itertentu idengan 

cara imenganalisisnya.60 iPendekatan imasalah iyang idigunakan idalam 

ipenelitian iini iadalah iyuridis inormatif idan ipendekatan iyuridis iempiris. 

1. Pendekatan iYuridis iNormatif 

Pendekatan iyuridis inormatif iadalah ipendekatan imelalui istudi 

kepustakaan i(library iresearch) idengan icara imembaca, imengutip idan 

menganalisis iteori-teori ihukum idan iperaturan iperundang-undangan 

yang iberhubungan idengan ipermasalahan idalam ipenelitian.61 

2. Pendekatan iYuridis iEmpiris i 

Pendekatan iyuridis iempiris iadalah iupaya iuntuk imemperoleh ikejelasan 

dan ipemahaman idari ipermasalahan iberdasarkan irealitas iyang iada 

berdasarkan ihasil iwawancara idi ilokasi ipenelitian. 

 

3.2 Jenis iData idan iSumber iData 

Data iyang idikumpulkan iuntuk imendukung ihasil ipenelitian imenggunakan 

data iprimer idan idata isekunder. 

 

3.2.1 Data iPrimer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber

 
60Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm. 1.  
61Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti, 

2004. Hlm. 135. 
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pertama.Dengan demikian, data primer adalah data yang diperoleh dari studi 

lapangan iyang itentunya iberkaitan idengan ipokok ipermasalahan. iPeneliti 

akanmengkaji iserta imeneliti isumber idata iyang idiperoleh idari ihasil 

wawancara idi iKantor iOtoritas iJasa iKeuangan i(KOJK) iProvinsi 

Lampung. 

 

3.2.2 Data iSekunder 

Data isekunder iadalah idata iyang itidak ididapatkan idari isumber iutama 

atau iprimer imelainkan ididapatkan idari istudi ikepustakaan iatau imelalui 

bahan ihukum ilainnya.62 Data isekunder iterdiri idari ibeberapa ibahan 

hukum, iyaitu isebagai iberikut. 

1. Bahan iHukum iPrimer 

Bahan ihukum iprimer imerupakan ibahan ihukum iyang imemiliki isifat 

mengikat. iBahan ihukum iprimer imempunyai iotoritas ikarena dikeluarkan 

oleh ipemerintah iyang imemiliki ikewenangan ihukum.63Bahan ihukum 

primer idalam ipenelitian iini iterdiri idari: 

(a) Undang-Undang iDasar i1945 iAmandemen iKeempat 

(b) Undang-Undang iNomor i10 iTahun i1998 itentang iperubahan iatas 

Undang-Undang inomor i7 iTahun i1992 itentang iPerbankan 

(c) Undang-Undang iNomor i3 iTahun i2004 itentang iperubahan iatas 

Undang-Undang inomor i23 iTahun i1999 itentang iBank iIndonesia 

(d) Undang-Undang iNo.25 iTahun i2007 itentang iPenanaman iModal 

(e) Undang-Undang iNomor i40 iTahun i2007 itentang iPerseroan Terbatas 

(f) Undang-Undang iNomor i8 iTahun i2010 itentang iPencegahan idan 

Pemberantasan iTindak iPidana iPencucian iUang 

(g) Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i21 iTahun i2011 

Tentang iOtoritas iJasa iKeuangan 

(h) Peraturan iMahkamah iAgung iNomor i1 iTahun i2022 itentang iTata 

Cara iPenyelesaian iPermohonan, iPemberian iRestitusi idan 

 
62 I Made Pasek Dintha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. Hlm. 192. 
63Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016. Hlm. 31. 



42 

 

 

Kompensasi 

(i) Peraturan iOtoritas iJasa iKeuangan i(POJK) iNomor 20/POJK.03/2014 

tentang iBank iPerkreditan iRakyat i 

(j) Peraturan iOtoritas iJasa iKeuangan i(POJK) iNomor 43/POJK.03/2017 

tentang iTindak iLanjut iPelaksanaan iPengawasan iBank iOtoritas i 

 

2. Bahan iHukum iSekunder 

Bahan hokum sekunder adalah bahan hokum yang tidak memiliki kekuatan 

yang imengikat. iBahan ihukum isekunder imemiliki ifungsi sebagai 

penjelas ibahan ihukum iprimer.64 Bahan ihukum isekunder iberupa buku, 

jurnal ihukum, hasil karya iilmiah isarjana, idokumen-dokumen resmi. 

 

3. Bahan iHukum iTersier 

Bahan ihukum itersier iadalah ibahan ihukum iyang imemberikan 

penjelasan terhadap ibahan ihukum iprimer idan ibahan ihukum isekunder. 

Bahan ihukum tersier iberupa ikamus, ijurnal ipenelitian ihukum, isurat 

kabar, iserta ibahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

 

3.3 Prosedur iPengumpulan idan iPengolahan iData 

3.3.1 Prosedur iPengumpulan iData 

Prosedur ipengumpulan idata idilakukan idengan: 

1. Studi iPustaka i(libraryresearch), iadalah ipengumpulan idata idengan 

melakukan iserangkaian ikegiatan imembaca, imenelaah idan imengutip 

dari ibahan ikepustakaan iserta imelakukan ipengkajian iterhadap 

ketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang iberkaitan idengan 

pokok ibahasan. 

2. Studi iLapangan i(field iresearch), idilakukan isebagai iusaha 

mengumpulkan idata isecara ilangsung idi ilapangan ipenelitian iguna 

memperoleh idata iyang idibutuhkan imelalui iwawancara ikepada 

 
64Nitaria Angkasa, dkk, Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar, Lampung: CV 

Laduny Alfitama, 2019. Hlm. 57. 
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Bapak iBangun iKurniawan iselaku iKepala iBagiandiKantor iOtoritas 

Jasa iKeuangan i(KOJK) iProvinsi iLampung. 

 

3.3.2 Prosedur iPengolahan iData 

Setelah idata iterkumpul imaka itahapselanjutnya idilakukan ipengolahan 

data, idengan iprosedur isebagai iberikut: 

1. Seleksi iData 

Data iyang iterkumpul ikemudian idiperiksa iuntuk imengetahui 

kelengkapan idata iselanjutnya idata idipilih isesuai ipermasalahan yang 

diteliti. 

2. Klasifikasi iData 

Penempatan idata imenurut ikelompok-kelompok iyang itelah 

ditetapkan idalam irangka imemperoleh idata iyang ibenar-benar 

diperlukan idan iakurat iuntuk ikepentingan ipenelitian. 

3. Penyusunan iData 

Penempatan idata iyang isaling iberhubungan idan imerupakan isatu 

kesatuan iyang ibulat idan iterpadu ipada isubpokok ibahasan isesuai 

sistematika iyang iditetapkan iuntuk imempermudah iinterpretasi idata. 

 

3.4 Analisis iData 

Setelah ipengolahan idata iselesai, imaka idilakukan ianalisis idata idengan 

menggunakan ianalisis ikualitatif, iartinya ihasil ipenelitian iini 

dideskripsikan idalam ibentuk ipenjelasan idan iuraian ikalimat iyang imudah 

dibaca idan idimengerti iuntuk idiinterprestasikan idan idirangkum iguna 

pembahasan idan imemperoleh ikesimpulan isesuai idengan ipokok 

permasalahan iyang idibahas.65 

 
65Ibid.,Hlm. 152. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan ipada ihasil ipenelitian, imaka idiperoleh isimpulan isebagai 

berikut: 

1) Dalam imelaksanakan iperannya, iOtoritas iJasa iKeuangan imemiliki 

kewenangan iperlindungan ihukum ibagimasyarakat iberdasarkan ipada 

Pasal i28, i29, idan i30 iUndang-Undang iNo i21Tahun i2011 iTentang 

Otoritas iJasa iKeuangan idengan imelakukan iedukasi 

kepadamasyarakat, imemberikan ifasilitas ipengaduan inasabah, iserta 

menangani iinvestasiillegal idengan imencabut iizin iusaha, iatau iganti 

rugi idan iatau imengajukangugatan ike ipengadilan. iDisamping iitu 

dalam ihal imencegah iadanya iinvestasiilegal iOtoritas iJasa iKeuangan 

mengeluarkan iregulasi-regulasi iyang iberkaitan iterhadap 

penanggulangan iinvestasi iilegal iseperti iPeraturan iOtoritas 

JasaKeuangan iNomor i1/POJK.07/2013 itentang iPerlindungan 

Konsumen iSektor iJasaKeuangan. iOtoritas iJasa iKeuangan ijuga 

membuat isatgas iwaspada iinvestasi iyang ibertugas iuntuk imengawasi 

investasi, ikhususnya iinvestasi iyang itidak ijelas isepertiinvestasi ilegal. 

2) Faktor-faktor ipenghambat iOJK idalam ipenanggulangan iinvestasi 

iilegal iadalah imasalah ikelembagaan, ikorban itidak imelapor, 

ikurangnya ipemahaman imasyarakat iterkait iproduk ikeuangan, 

iketidakpastian istatusperusahaan iyang idiketahui imasyarakat 

i(Legal/Ilegal), idan ikurangnya isosialisasi ike imasyarakat.
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5.2 iSaran 

Berdasarkan ipada ihasil ipenelitian, imaka iterdapat isaraniyang idigunakan: 

1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan sosialisasi edukasi kepada 

masyarakat, terutama pada masyarakat awam yang belum mengerti 

tentang investasi ilegal agar masyarakat lebih berhati-hati sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya investasi illegal. 

2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi yang intensif kepada 

aparat penegak hukum,agar pelaku investasi ilegal mendapat hukuman 

dengan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya, sehingga menimbulkanefek 

jera bagipelaku dan calon pelaku. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Admosudirjo, Prajudi. 2011.Hukum Administrasi Negara. Ghalia 

Indonesia:Jakarta. 

 
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. 
 

Angkasa Nitaria, dkk. 2019. Metode Penelitian Hukum Sebagai Pengantar. Lampung: 

CV Laduny Alfitama. 

 

Arsil. 2013. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan. 

Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan. 
 

Aziz, Abdul. 2013. Manajemen Investasi Syariah. Alfabeta: Bandung.  
 

Budi Untung, Hendrik. 2010.Hukum Investasi Ed. 1. Sinar Grafika: Jakarta. 

 
Dintha, I Made Pasek . 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 

Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
 

Efendi A’an, Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Sinar Grafika: 

Jakarta. 

 

Hendro, Tridan Conny Tjandra. 2014. Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di 

Indonesia. Yogjakarta: UPP STIM YKPN.  

 

HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Press: 

Jakarta. 

 

Indroharto. 2010. Usaha Memahami Undang-Undang TentangPeradilan Tata 

Usaha Negara.Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. 

 

J. Sarbini, Didik. 2008. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi 

Politik).  PT. Indeks: Jakarta.  

 

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[Online, diakses 21 Maret 

2023). 



 

 

Mahmud Marzuki, Peter. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Kencana 

Pranadamedia Groub: Jakarta. 

 

M. Hadjon, Philipus. 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance. 

Universitas Trisakti: Jakarta. 

 

Muchsin.2011. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. 

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: 

Surakarta.  

 

Muhammad, Abdulkadir . 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra 

Aditia Bakti. 

 

Noor, Henry Faizal. 2014.Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Indeks: Jakarta.  

 

Otoritas Jasa Keuangan. 2014.Booklet Perbankan Indonesia 2014. Jakarta: 

Departemen Perizinan & Informasi Perbankan. 

 

PanjaitanHulman, Panji Anoraga. 2011.Perusahaan Multinasional dan 

Penanaman Modal Asing. Pustaka Jaya: Jakarta. 

 

Rahmadi Supancana, Ida Bagus. 2008.Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi 

Langsung di Indonesia. Ghalia Indonesia: Bogor.  

 

Rosyidah Rahmawati, N. 2011.Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam 

Menghadapi Era Global. Bayumedia: Malang.  

 

Sholahuddin. 2014.Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam . Ombak: Yogyakarta. 

 
Soekanto, Soerjono. 2014.Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

__________. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 

 

Sornarajah, M. 2012. The International Law on Foreign Investment. Cambridge 

University Press: Chambridge United Kingdom. 

 

Sundari, Siti. 2011. Laporan Kompendium  Hukum Bidang Perbankan. Jakarta : 

Kementrian Hukum dan HAM RI. 

 

Tandelilin, E. 2010.Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Kanisius: 

Yogyakarta. 

 

Untung, Budi. 2011. Buku Cerdas Investasi. Andi Offset: Yogyakarta. 

 

 

 



 

 

B. Perundang-Undangan 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan, Pemberian Restitusi dan Kompensasi 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 43/POJK.03/2017 tentang 

Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank Otoritas  

C. Sumber Lain 

1. Jurnal 

Dasco Ahmad, Sufmi. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. Jurnal hukum. Vol.6 No.1, 

Hlm. 4.  

Fadlia, Dian Husna dan Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Dalam PerlindunganHukumBagiInvestorAtasDugaanInvestasiFiktif.Jurnal 

Law Reform. Volume 11, No. 2, Hlm. 213. 

 

M. Hadjon,Philipus. (2012). Tentang Wewenang.Yuridika. Volume No.5 &6, 

Hlm.1. 

 

Zakki Alfarhani, Alfi, dkk. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

Penegakan Hukum Investasi Bodong (The Role of the Financial Services 

Authority (OJK) in Law Enforcement, Fake Investments).Juridica . Vol.4 

No.1, Hlm. 13-31. 

 

2. Makalah 

Manan, Bagir. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka 

Otonomi Daerah. Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad. 

Bandung. Hlm. 1-2. 

 

M. Hadjon, Philipus. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam 

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Makalah Disampaikan pada Orasi 

Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Airlangga. Surabaya. Hlm. 8. 



 

 

__________.(1998).Tentang Wewenang. Makalah pada Penataran Hukum 

Administrasi, Fakultas Hukum Airlangga. Surabaya. Hlm. 9-10. 

 

3. Internet 

Agustina, Dewi (2019). Melika Sari Diciduk Terkait Kasus Investasi Bodong, Tak 

Bisa Kembalikan Modal Korbannya Rp 96 Juta. 

(https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/10/melika-sari-diciduk-

terkait-kasus-investasi-bodong-tak-bisa-kembalikan-modal-korbannya-rp-

96-juta, diakses 20 Maret 2023).  

 

Irianto, Humas (2017). Pengelolaan Investasi. 

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-

Investasi.aspx, diakses 20 Maret 2023).  

 

OJK, Humas (2017). Pengelolaan Investasi. 

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-

Investasi.aspx, diakses 20 Maret 2023).  

 

__________(2017).Visi Misi. (OJK, Humas (2017). Pengelolaan 

Investasi.(https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan 

Investasi. aspx, diakses 6 September 2023). 

 

__________(2023).Bentuk Umum Produk diduga Ilegal yang ditawarkan. 

(http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-

ilegal-yangditawarkan, diakses 22 Maret 2023). 

 

Paripurna (2023).Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan 

Investasi Ilegal : Edisi Keuangan.(http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id 

diakses 21 Maret 2023). 

 

WKI (2023).Investasi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi, diakses 23 Maret 

2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/10/melika-sari-diciduk-terkait-kasus-investasi-bodong-tak-bisa-kembalikan-modal-korbannya-rp-96-juta
https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/10/melika-sari-diciduk-terkait-kasus-investasi-bodong-tak-bisa-kembalikan-modal-korbannya-rp-96-juta
https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/10/melika-sari-diciduk-terkait-kasus-investasi-bodong-tak-bisa-kembalikan-modal-korbannya-rp-96-juta
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan%20Investasi.%20aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan%20Investasi.%20aspx
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yangditawarkan
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yangditawarkan
http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

	WhatsApp Image 2024-04-22 at 01.26.55.pdf (p.2)
	WhatsApp Image 2024-04-22 at 01.26.55 (1).pdf (p.3)

